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MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberian tunjangan dan 

ketentuan lain bagi hakim pada Pengadilan Pajak telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan 

Ketentuan Lain Bagi Hakim pada Pengadilan Pajak; 

  b.  bahwa untuk melakukan penyesuaian tunjangan dan 

ketentuan lain bagi hakim pada Pengadilan Pajak perlu 

melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian 

Tunjangan dan Ketentuan Lain bagi Hakim pada 

Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 

tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain bagi 

Hakim pada Pengadilan Pajak; 
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Mengingat    : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 

tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain bagi Hakim 

pada Pengadilan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1606); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

194/PMK.01/2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DAN 

KETENTUAN LAIN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN PAJAK.  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan 

Ketentuan Lain bagi Hakim pada Pengadilan Pajak (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1606), diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal 

yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3A 

Kepada Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

selain diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1), dalam hal Hakim dimaksud tidak 

menerima fasilitas rumah dinas, diberikan tunjangan 

perumahan setiap bulannya sebagai berikut: 

a. Ketua sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta 

rupiah); 

b. Wakil Ketua sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta 

delapan ratus ribu rupiah); 

c. Hakim Ketua Majelis sebesar Rp5.300.000,00 (lima 

juta tiga ratus ribu rupiah); 

d. Hakim Tunggal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta 

rupiah); dan 

e. Hakim Anggota Majelis sebesar Rp4.000.000,00 

(empat juta rupiah). 
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